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Abstract 

The Tangerang City BPN's rejection of the application for the transfer of land rights that the PPJB had 
expired resulted in an authentic deed being weak and limited in time, even though it is clear that an 
authentic deed is hereditary according to the agreement of the parties. This article discusses the 
applicability of the PPJB in the registration of transfer of land rights and the characteristics of the PPJB 
made by a notary. This study uses a normative juridical method. The result of the study shows that the 
PPJB is valid as a basis for registering the transfer of rights over land and buildings, provided that the 
land and building parcels previously had the status of property rights. The characteristics of PPJB made 
by a notary can be seen from the formulation of article by article as stated in the Regulation of The 
Minister of PUPR and must follow the provisions in book III of the Civil Code.The Head of the 
Tangerang City BPN Office should issue a discretion to follow up on the process of transferring land 
rights carried out by the heirs. 
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Abstrak 
Penolakan yang dilakukan pihak BPN Kota Tangerang terhadap permohonan peralihan hak 
atas tanah dengan alasan PPJB telah kedaluarsa mengakibatkan akta autentik menjadi lemah 
dan terbatas oleh waktu, padahal telah jelas bahwa akta autentik bersifat turun temurun sesuai 
kesepakatan para pihak. Artikel ini membahas mengenai keberlakuan PPJB dalam pendaftaran 
peralihan hak atas tanah dan karakteristik PPJB yang dibuat oleh notaris. Penelitian ini 
menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB berlaku 
sebagai dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah dan bangunan dengan syarat bidang tanah 
dan bangunan tersebut sebelumnya telah berstatus hak milik. Karakteristik PPJB yang dibuat 
oleh notaris dapat dilihat dari rumusan pasal demi pasal seperti yang tercantum dalam 
Peraturan Menteri PUPR dan harus mengikuti ketentuan dalam buku III KUHPerdata. Kepala 
Kantor BPN Kota Tangerang seharusnya mengeluarkan diskresi untuk menindaklanjuti proses 
peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh ahli waris. 
 
Kata Kunci: Perjanjian; PPJB; hak atas tanah; peralihan 

 
Pendahuluan 

Penggunaannya perlu diberi batasan 
karena sebutan tanah memiliki beberapa arti, 
supaya diketahui dalam arti apa istilah tersebut 
digunakan. Dalam hukum tanah nasional, 
sebutan “tanah” dipakai dalam arti yuridis, 
pengertian tersebut telah diberi batasan oleh 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada 
Pasal 4 dinyatakan bahwa atas dasar hak 
menguasai dari negara sebagai yang dimaksud 
dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-
macam hakatas permukaan bumi, yang disebut 
tanah, yang dapat diberikan kepada dan 

dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri 
maupun bersama-sama dengan orang-orang 
lain serta badan-badan hukum. “Dengan 
demikian jelaslah, bahwa tanah dalam 
pengertian yuridis adalah permukaan bumi. 
Sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian 
tertentu permukaan bumi, yang berbatas, 
berdimensi dua dengan ukuran panjang dan 
lebar.” (B Harsono, 2008: 18). 

Tanah dapat dimiliki oleh perseorangan 
ataupun badan hukum berdasarkan pengertian 
tersebut. Peralihanhakatas tanah yang sering 
dilakukan sesama masyarakat ialah jual beli. 
Penjual dan pembeli mengikatkan diri dengan 
membuat akta jual beli, dengan adanya 
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AJBresiko perselisihan yang akan terjadi akan 
semakin kecil karena merupakan akta autentik 
yang memiliki pembuktian sempurna. 
Adakalanya karena suatu hal, penjual dan 
pembeli mengikatkan diri dengan cara 
mengadakan Perjanjian Pengikatan Jual 
Beli.PPJB pun merupakan akta autentik yang 
dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah yang 
berwenang berdasarkan wilayah 
kedudukannya dan memiliki pembuktian yang 
sempurna, karena tidak memerlukan 
penambahan alat bukti lainnya. “suatu akta 
otentik, apabila dipergunakan di muka 
pengadilan, adalah cukup dan hakim tidak 
diperkenankan untuk meminta tanda 
pembuktian lainnya di samping itu” (G H S L 
Tobing, 1983: 60). 

Tanah objek jual beli tersebut masih 
dijaminkan atau diagunkan di bank, objek jual 
beli masih dalam proses pemecahan sertipikat, 
belum lunasnya pembayaran objek jual beli, 
belum sanggup untuk membayar pajak 
penghasilan ataupun bea perolehan hak atas 
tanah bangunan, dan sebagainya merupakan 
penyebab dibuatnya PPJB. Oleh karena itu, 
notaris dapat membuatkan akta perjanjian 
pengikatan jual beli, kewenangan yang dimiliki 
notaris tersebut sebatas yang diberikan oleh 
Undang-Undang Jabatan Notaris. (H Adjie, 
2008: 77-78). Notaris memiliki wewenang 
membuat akta PPJB namun tidak berwenang 
membuat AJB karena hal tersebut merupakan 
wewenang PPAT. Hal tersebut sesuai dengan 
Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf F Undang-
Undang Jabatan Notaris yang menyatakan 
notaris berwenang membuat akta autentik 
mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan 
penetapan yang diharuskan oleh peraturan 
perundang-undangan dan/atu yang 
dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 
dinyatakan dalam akta autentik, menjamin 
kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan 
akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan 
akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta 
itu tidak juga ditugaskan atu dikecualikan 
kepada pejabat lain atau orang lain yang 
ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu 
notaris berwenang pula membuat akta yang 
berkaitan dengan pertanahan. 

PPJB sebagai perjanjian pendahuluan 
tunduk dalam buku III KUH Perdata tentang 
perikatan sedangkan perjanjian pokok dari 

PPJB tunduk kepada ketentuan hukum tanah 
nasional. Secara teoritis, PPJB merupakan 
perjanjian obligatoir sehingga unsur, syarat dan 
asas hukum perjanjian pada umumnya harus 
dipenuhi. PPJB memiliki fungsi sebagai 
perjanjian pendahuluan yaitu saling 
mengikatkan diri para pihak untuk terjadinya 
perjanjian pokok yaitu jual beli tanah. (H 
Budiono, 2018: 115).PPJB umumnya mengatur 
bahwa penjual akan menjual tanahnya kepada 
pembeli namun belum dapat dilaksanakan 
karena sebab tertentu seperti yang telah 
diuraikan sebelumnya.  

Pada praktiknya PPJB dibuat dalam akta 
autentik yang dilakukan oleh notaris. 
(Manuaba, 2018: 59). Oleh karenanya PPJB 
memiliki pembuktian yang sempurna yang 
berguna untuk memberikan perlindungan dan 
kepastian hukum bagi para pihak. Namun 
dalam putusan nomor 
1420/Pdt.G/2021/PNTng, pihak pembeli yaitu 
Hj. Komariah (ahli waris dari alm. Mansyur 
Ali) yang telah memiliki PPJB dan menguasai 
objek tanah yang diperoleh sejak 25 April 
1995,ketika hendak mengajukan permohonan 
balik nama sertipikat hak guna bangunan 
mengalami penolakan dari Badan Pertanahan 
Nasional Kota Tangerang dengan alasan akta 
PPJB sudah kedaluarsa. Sedangkan dalam PPJB 
Pasal 6 berbunyi “perjanjian ini tidak akan 
berakhir karena salah satu pihak meninggal 
dunia, tetapi bersifat turun temurun dan segala 
hak dan kewajiban pihak yang meninggal 
dunia berdasarkan surat ini menjadi hak dan 
kewajiban para ahli waris dari pihak yang 
meninggal dunia itu.” Akta tersebut dibuat 
oleh Ny. Liana Dewi Santososebagai Notaris 
dan PPAT. 

Perlindungan hukum adalah upaya 
mengorganisasikan bermacam kepentingan 
yang berada dimasyarakat agar tidak terjadi 
tabrakan kepentingan dan dapat menikmati 
segala hak yang diberikan oleh hukum. 
Pengorganisasian dilakukan dengan cara 
membatasi kepentingan tertentu dan 
memberikan kekuasaan yang terukur kepada 
yang lain. (S Raharjo, 2000: 69). Phillipus M. 
Hadjon membagi perlindungan hukum 
menjadi dua yaitu perlindungan hukum 
preventif dan represif. Perlindungan hukum 
preventif digunakan untuk mencegah sengketa 
yang membuat pemerintah berhati-hati dalam 
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keputusan berdasarkan diskresi, sementara itu 
perlindungan hukum represif bertujuan 
menyelesaikan suatu sengketa. (P M Hadjon, 
1987: 2).Pada pembukaan UUD NRI Tahun 
1945 alinea ke empat, negara memiliki 
kewajiban untuk memberikan perlindungan 
bagi segenap bangsa Indonesia, tanpa 
terkecuali dan tidak mengenal status sosial 
serta tidak pilih-pilih dalam memberikan 
perlindungan.  

Perlindungan hukum dalam dalam 
tulisan ini yaitu perlindungan hukum pihak 
pembeli dalam akta PPJB yang dibuat 
dihadapan notaris. Pembeli mendapatkan 
perlindungan hukum dari akta tersebut yang 
memiliki pembuktian sempurna namun 
kenyataannya mengalami penolakan ketika 
hendak melakukan pendaftaran peralihan hak 
atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional 
dengan alasan akta PPJB telah kedaluarsa.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka 
penulis membatasi fokus penelitian mengenai 
keberlakuan PPJB dalam pendaftaran peralihan 
hak atas tanah. 

Penelitialn mengenali alktal PPJB telalh 
dilalkukaln oleh peneliti lalin, nalmun penelitialn 
ini memiliki perbedalaln. Untuk menunjukaln 
perbedalaln tersebut, alkaln dipalpalrkaln secalral 
singkalt mengenali tigal penelitialn terdalhulu. 
Penelitialn pertalmal dilalkukaln oleh Allfialnsyalh, I 
Nyomaln Nurjalyal, daln Sihalbudin dallalm 
penelitialn yalng berjudul “Urgency Binding Salle 
Algreement Deed of Lalnd Thalt Malde By Notalry” 
memfokuskaln pembalhalsaln kepaldalurgensi 
pencalntumaln jalngkal walktu dallalm PPJB 
sertalalkibalt hukum tidalk dicalntumkalnnyal 
walktu dallalm PPJB. (Allfialnsyalh, Nurjalyal, 
Sihalbudin, 2015). 

Penelitialn kedual dilalkukaln oleh Selalmalt 
Lumbaln Galol dallalm penelitialn yalng berjudul 
“Kealbsalhaln Alktal Perjalnjialn Pengikaltaln Juall 
Beli Talnalh Sebalgali Dalsalr Pembualtaln Alktal Juall 
Beli Talnalh Dallalm Ralngkal Perallihaln Halk Altals 
Talnalh daln Penyallalhgunalaln Kealdalaln.” 
Pembalhalsaln berfokus paldal kealbsalhaln PPJB 
sebalgali dalsalr pembualtaln AlJB dallalm ralngkal 
perallihaln halk altals talnalh daln kealbsalhaln PPJB 
yalng diperoleh kalrenal penyallalhgunalaln 
kealdalaln. (Galol, 2020) 

Penelitialn ketigal dilalkukaln oleh Valralh 
Alisyalh Octalrialni, Alntalrin Pralsalnthi Sigit, daln 
Alrsin Lukmaln dengaln penelitialn yalng berjudul 

“Pembaltallaln Alktal Perjalnjialn Pengikaltaln Juall 
Beli Ruko Alkibalt Walnprestalsi” titik fokus 
penelitialn tersebut terletalk paldalalkibalt hukum 
pembaltallaln PPJB daln pertimbalngaln halkim 
dallalm mengalmbil keputusaln. (Octalrialni, Sigit, 
Lukmaln, 2021). 

Pemalpalraln dialtals terlihalt perbedalaln 
alntalral penelitialn terdalhulu dengaln penelitialn 
yalng dilalkukaln oleh penulis. Penelitialn ini 
lebih memfokuskaln kepaldal keberlalkualn PPJB 
dallalm pendalftalraln halk altals talnalh. 

 

Metode Penelitian 
Penelitialn ini menggunalkaln metode 

pendekaltaln yuridis normaltif, balhaln hukum 
yalng dikalji aldallalh balhaln hukum primer, 
sekunder daln tersier yalng dikumpulkaln 
melallui metode studi kepustalkalaln altalu Libralry 
Resealrch. Teknik untuk mengalnallisal balhaln 
hukum menggunalkaln teknik deskriptif alnallitis 
yalng alkaln menghalsilkaln objek penelitialn yalitu 
keberlalkualn perjalnjialn pengikaltaln juall beli 
dallalm pendalftalraln perallihaln halk altals talnalh. 
Penalrikaln kesimpulaln menggunalkaln teknik 
alnallitis kuallitaltif 
 

Hasil dan Pembahasan 
Keberlalkualn Perjalnjialn Pengikaltaln Juall 
Beli Dallalm Pendalftalraln Perallihaln Halk 
Altals Talnalh 

Perjalnjialn aldalt bersifalt konkrit altalu 
nyaltalaltalu riil altalu kontaln. Hall ini seperti 
palndalngaln yalng dikemukalkaln oleh valn 
Vollenhoven: “dalt in aldaltrechtallle 
rechtsverhoudingen alls rieel worden gedalcht of 
reeel gemalalkt.”, alrtinyal “balhwal dallalm hukum 
aldalt semual hubungaln-hubungaln hukum 
dialnggalp sebalgali konkrit/ nyaltalaltalu dibualt 
secalral konkrit / nyaltal”. Dallalm hallnyaljuall beli 
talnalh valn Vollenhoven menyaltalkaln: “de enkele 
tot uiting gebralchte wilsovereenstemming door 
palrtijen gedalaln, nog geenszins een overeenkomst tot 
stalnd brengt, walnt om de aldaltrechtelijke binding te 
krijgen moet er nog iet, zichbalalrs uiterlijk teken, alaln 
te pals komen, de z.g. “palndjer” (bindsom) in de 
vorm valn een geldstuk of een alnder zichbalalr teken, 
die valn koper op de verkoper overgalalt.”, alrtinyal 

(pertemualn kehendalk saljal yalng oleh palral 
pihalk telalh dinyaltalkaln, belum sekalli-kalli telalh 
melalhirkaln sualtu persetujualn, untuk mendalpalt 
sualtu kekualtaln mengikalt menurut hukum 
aldalt, halruslalh malsih menjaldi sesualtu yalng 
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nyaltal/konkrit/terlihalt, yalitu penyeralhaln dalri 
alpal yalng disebut “palnjer” (allalt pengikalt) 
dallalm bentuk sedikit ualng altalu bendal lalin 
yalng nyaltal/terlihalt yalng diseralhkaln kepaldal si 
callon penjuall oleh si callon pembeli.)(S 
Aldiwinaltal,1976: 13) 

Keberaldalaln pengalturaln palnjalr yalng 
dikaltalkaln valn vollenhoven dikenall balik dallalm 
hukum aldalt altalupun KUH Perdaltal. 
Kenyaltalalnnyal substalnsi palnjalr berbedalalntalral 
hukum aldalt dengaln KUH Perdaltal. Perbedalaln 
tersebut dikalrenalkalnterdalpalt perbedalaln alsals 
dallalm kedualnyal. Hukum aldalt bersifialt 
riil/kontaln sedalngkaln KUH Perdaltal bersifalt 
konsensuil. (Supriyaldi, 2016: 221) 

Konsep juall beli talnalh teralng daln tunali 
bialsal diteralpkaln malsyalralkalt sejalk zalmaln 
dalhulu, nalmun seiring berjallalnnyal walktu 
halrgal talnalh semalkin meningkalt tialp talhunnyal 
balhkaln salngalt sulit untuk membalyalr secalral 
tunali dallalm pembelialn sebidalng talnalh, 
sehinggal malsyalralkalt eral modern sekalralng ini 
lebih memilih melalkukaln kredit untuk 
pembelialn talnalh. Konsep tunali alcalpkalli tidalk 
bisal terwujud sehinggal instrument yalng 
disedialkaln oleh hukum iallalh aldalnyal Perjalnjialn 
Pengikaltaln Juall Beli (PPJB). Aldalnyal PPJB 
memberikaln solusi balgi kedual pihalk, balik 
penjuall malupun pembeli alpalbilal belum dalpalt 
dipenuhinyalperjalnjialn pokok yalitu juall beli 
talnalh. Paldal pralkteknyal, allalsaln belum dalpalt 
dipenuhinyal perjalnjialn pokok sehinggal 
membualt PPJB iallalh belum lunalsnyal 
pembalyalraln/mencicil, sertipikalt sedalng dallalm 
proses pemecalhaln altalu belum salnggupnyal 
membalyalr kewaljibaln perpaljalkaln. 

Perjalnjialn Pengikaltaln Juall Beli (PPJB) 
merupalkaln perjalnjialn yalng paltuh sepenuhnyal 
paldalalsals hukum perjalnjialn yalng 
pengalturalnnyal terdalpalt didallalm KUH Perdaltal 
terutalmalalsals kebebalsaln berkontralk daln alsals 
perjalnjialn lalhir sejalk aldalnyal kesepalkaltaln 
(konsensuil). Hubungaln hukum kemudialn 
muncul dalri peristiwal hukum ini, yalng 
mengalralh ke pertunalngaln. Aldalpun yalng 
dimalksud dengaln perjalnjialn, yalitu hubungaln 
hukum alntalral dual oralng altalu lebih, 
berdalsalrkaln malnal saltu pihalk berhalk untuk 
mengaljukaln tuntutaln terhaldalp pihalk lalin daln 
pihalk lalin berkewaljibaln untuk memenuhi 
tuntutaln tersebut. (R Subekti, 2001: 36) 

PPJB terbalgi menjaldi dual yalitu PPJB 
Belum Lunals, alrtinyal belum lunalsnyal 
pembalyalraln oleh pembeli kepaldal penjuall sertal 
tidalk aldalnyal kualsal, halnyalaldal syalralt 
pemenuhaln kewaljibaln. Sedalngkaln PPJB Lunals, 
alrtinyal pembalyalraln talnalh telalh lunals 
dilalkukaln oleh pembeli sertalaldalnyal kualsal 
untuk menjuall dalri pihalk penjuall kepihalk 
pembeli. Disertalinyal kualsal menjuall membualt 
tidalk diperlukalnnyal kehaldiraln penjuall dallalm 
pembualtaln Alktal Juall Beli (AlJB). Dallalm Palsall 
1458 KUH Perdaltal “Juall beli itu dialnggalp telalh 
terjaldi alntalral kedual belalh pihalk, seketikal 
setelalhnyal oralng-oralng ini mencalpali sepalkalt 
tentalng kebendalaln tersebut daln halrgalnyal, 
meskipun kebendalaln itu belum diseralhkaln, 
malupun halrgalnyal belum dibalyalr”. Alrtinyal 
balik PPJB Lunals malupun Belum Lunals malkal 
juall beli telalh terjaldi. Nalmun halk milik belum 
berpindalh kepaldal pembeli alpalbilal belum 
dilalkukaln penyeralhaln menurut Palsall 612, 613 
daln 616, hall tersebut terkalndung dallalm Palsall 
1459 KUH Perdaltal. Untuk juall beli talnalh, 
penyeralhaln halrus dilalkukaln sesuali Palsall 616 
KUH Perdaltalyalitu dilalkukaln dengaln 
pengumumaln alktal yalng bersalngkutaln. 
Pengumumaln dilalkukaln dengaln 
memindalhkaln sebualh sallinaln alutentik yalng 
lengkalp dalri alktalalutentik altalu keputusaln yalng 
bersalngkutaln ke kalntor penyimpaln hipotik 
dengaln membukukalnnyal dallalm register. 
Berdalsalrkaln ketentualn tersebut, dalpalt 
dikaltalkaln balhwal halk milik alkaln berpindalh 
alpalbilal pihalk yalng berkepentingaln 
menualngkalnnyal dallalm alktalalutentik, 
kalrenalalktalalutentik tersebut menjaldi dalsalr dalri 
dilalkukalnnyal pengumumaln daln membukukaln 
perallihaln tersebut kedallalm register. 

PPJB dalpalt berbentuk alktal balwalh talngaln 
malupun alktalalutentik yalng dibualt dihaldalpaln 
notalris, balik talnalh yalng bersertipikalt Halk 
Milik malupun belum aldal sertipikalt Halk Milik. 
Notalris berwenalng membualt PPJB nalmun 
tidalk berwenalng membualt AlJB kalrenal 
kewenalngaln pembualtaln AlJB beraldal di Pejalbalt 
Pembualt Alktal Talnalh (PPAlT).Kewenalngaln 
PPAlT tercalntum dallalm Palsall 1 alyalt (1) PP No. 
24 Talhun 2016 tentalng Perubalhaln Altals 
Peralturaln Pemerintalh No. 37 Talhun 1998 
Tentalng Peralturaln Jalbaltaln Pejalbalt Pembualt 
Alktal Talnalh yalitu diberi kewenalngaln untuk 
membualt alktal-alktal otentik mengenali 
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perbualtaln hukum tertentu mengenali halk altals 
talnalh altalu halk milik altals saltualn rumalh susun. 
Kemudialn kewenalngaln notalris tercalntum 
dallalm Palsall 15 alyalt (1) UU No. 2 Talhun 2014 
Tentalng Perubalhaln Altals Undalng-Undalng 
Nomor 30 Talhun 2004 Tentalng Jalbaltaln Notalris 
yalng berbunyi “Notalris berwenalng membualt 
Alktalalutentik mengenali semual perbualtaln, 
perjalnjialn, daln penetalpaln yalng dihalruskaln 
oleh peralturaln perundalng-undalngaln daln/altalu 
yalng dikehendalki oleh yalng berkepentingaln 
untuk dinyaltalkaln dallalm Alktalalutentik, 
menjalmin kepalstialn talnggall pembualtaln Alktal, 
menyimpaln Alktal, memberikaln grosse, sallinaln 
daln kutipaln Alktal, semualnyal itu sepalnjalng 
pembualtaln Alktal itu tidalk jugal ditugalskaln altalu 
dikecuallikaln kepaldal pejalbalt lalin altalu oralng 
lalin yalng ditetalpkaln oleh undalng-undalng.” 

Alktal memiliki pembuktialn yalng 
sempurnal, malkal malyoritals malsyalralkalt 
memilih untuk menualngkaln dallalm bentuk 
alktalalutentik. Alktalalutentik sebalgalimalnal 
dimalksud dallalm Palsall 1868 KUHPerdaltal 
berbunyi “Sualtu alktal otentik iallalh sualtu  alktal  
yalng  dibualt  dallalm  bentuk  yalng  ditentukaln  
undalng-undalng  oleh  altalu dihaldalpaln  
pegalwali-pegalwali  umum  yalng  berkualsal  
untuk  itu,  di  tempalt  dimalnalalktal itu dibualt”. 
PPJB yalng dibualt dihaldalpaln notalris 
merupalkaln alktalalutentik daln tidalk memiliki 
malsal berlalku altalu tidalk terbaltals oleh walktu 
kalrenal dalpalt diwalrikaln turun temurun seperti 
yalng tertualng dallalm Palsall 1870 KUHPerdaltal 
“Sualtu alktal otentik memberikaln di alntalral palral 
pihalk besertalalhli walris - alhli walrisnyalaltalu 
oralng yalng mendalpalt halk dalri merekal, sualtu 
bukti yalng sempurnal tentalng alpal yalng dimualt 
didallalmnyal.” Dallalm kalsus yalng penulis teliti, 
salngalt disalyalngkaln aldalnyal nalralsi penolalkaln 
ballik nalmal sertipikalt HGB oleh pihalk BPN 
Kotal Talngeralngdengaln allalsaln alktal perikaltaln 
juall beli sudalh kaldallualrsal. Hall tersebut sudalh 
mencederali kekualtaln sualtu alktalalutentik yalng 
dibualt berdalsalrkaln peralturaln perundalng-
undalngaln oleh notalris/PPAlT.    

Dallalm Suralt Edalraln Malhkalmalh Algung 
Nomor 4 Talhun 2016 tentalng Pemberlalkualn 
Rumusaln Halsil Ralpalt Pleno Kalmalr Malhkalmalh 
Algung Talhun 2016 Sebalgali Pedomaln 
Pelalksalnalaln Tugals Balgi Pengaldilaln, balgialn B 
alngkal 7 menyaltalkaln balhwal Perallihaln halk altals 
talnalh berdalsalrkaln Perjalnjialn Pengikaltaln Juall 

Beli (PPJB) secalral hukum terjaldi jikal pembeli 
telalh membalyalr lunals halrgal talnalh sertal telalh 
mengualsali objek juall beli daln dilalkukaln 
dengaln itikald balik. Dallalm kalsus yalng penulis 
teliti, didalpalti balhwal sejalk talnggall 25 Alpril 
1995 hinggal 2021 altalu selalmal 26 talhun, talnalh 
daln balngunaln malsih ditempalti oleh istri 
pembeli besertal putral/putrinyal, talnpal 
digalnggu oleh pihalk malnalpun. Kemudialn 
telalh diseralhkalnnyal Sertipikalt Halk Gunal 
Balngunaln nomor 6618 altals nalmal Soemalrdjoko 
(penjuall) kepaldal Malnsyur Alli (pembeli) 
membuktikaln balhwal telalh lunalsnyal 
pembalyalraln sehinggal penjuall beralni 
memberikaln sertipikalt kepaldal penjuall. Secalral 
hukum telalh terjaldi perallihaln halk altals talnalh 
kalrenal telalh lunals daln mengualsali objek juall 
beli dengaln itikald balik. 

Menelisik secalral komprehensif dallalm 
Peralturaln Pemerintalh Nomor 24 Talhun 1997 
tentalng Pendalftalraln Talnalh Palsall 37 alyalt (1) 
mengenali perallihaln halk altals talnalh halnyal dalpalt 
didalftalrkaln jikal dibuktikaln dengaln alktal yalng 
dibualt oleh PPAlT. Sallalh saltu kewenalngaln 
PPAlT iallalh membualt Alktal Juall Beli (AlJB) halk 
altals talnalh. Tetalpi dallalm alyalt berikutnyal yalitu 
alyalt (2), Dallalm kealdalaln tertentu, dalpalt 
mendalftalrkaln pemindalhaln halk altals bidalng 
talnalh halk milik yalng dibuktikaln dengaln alktal 
yalng tidalk dibualt oleh PPAlT. Sehubungaln 
dengaln kalsus yalng penulis teliti, dalsalr 
perallihaln talnalh kepaldal pembeli yalitu dengaln 
PPJB nalmun allals halk altalu sertipikalt berupal 
halk gunal balngunaln (HGB), bukaln halk milik 
seperti yalng dipersyalraltkaln dallalm alyalt (2) 
dialtals. Alpalbilalallals halk nyal berupal halk milik 
malkal sekallipun dalsalr perlihaln menggunalkaln 
PPJB dalpalt dilalkukaln pendalftalraln perlihaln halk 
altals talnalh.  

Perlindugaln hukum preventif balgi 
pemegalng alktalalutentik perlu ditegalkkaln 
dengaln aldalnyal diskresi seperti yalng dikaltalkaln 
oleh Phillipus M. Haldjon. Terlebih proses 
kepemilikaln pihalk pembeli berdalsalrkaln itikald 
balik sesuali dengaln proses hukum yalng berlalku 
daln telalh mengualsali talnalh selalmal 26 talhun 
talnpalaldalnyal galnggualn dalri pihalk malnalpun. 
Peristiwal tersebut sejallaln dengaln 
lembalgalrechtsverwerking, dallalm hukum aldalt 
jikal seseoralng selalmal sekialn walktu 
membialrkaln talnalhnyal tidalk dikerjalkaln, 
kemudialn talnalh itu dikerjalkaln oleh oralng lalin 
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yalng memperoleh halk altals talnalh tersebut 
dengaln itikald balik, malkal pemilik talnalh 
semulalalkaln mengallalmi kehilalngaln halk altals 
talnalhnyal. (Richalrd, AlSilvialnal, 2022: 
180).Alpalbilal terdalpalt diskresi pihalk kalntor 
pertalnalhaln yalng menindalklalnjuti proses ballik 
nalmal sertipikalt HGB yalng dimohonkaln oleh 
pihalk pembeli malkal terwujudlalh perlindungaln 
hukum preventif, nalmun kenyaltalalnnyal iallalh 
penolalkaln dengaln allalsaln yalng tidalk malsuk 
alkall yalitu kaldallualrsalnya lalktal pengikaltaln juall 
beli. 

 

Kalralkteristik PPJB Yalng Dibualt Oleh 
Notalris  

Herlien Budiono memberikaln pengertialn 
mengenali PPJB, yalitu perjalnjialn balntualn yalng 
memiliki fungsi sebalgali perjalnjialn 
pendalhulualn yalng bentuknyal bebals, sehinggal 
PPJB dikaltegorikaln ke dallalm perjalnjialn 
pendalhulualn yalng dibualt sebelum 
dilalksalnalkalnnyal perjalnjialn utalmal/pokok. (Al R 
Palralmital, 2016: 2) 

Tidalk ditemukalnnyal pengalturaln PPJB 
secalral eksplisit didallalm KUHPerdaltal. PPJB 
memiliki konteks yalng salmal dengaln hukum 
perikaltaln altalu perjalnjialn didallalm Burgerlijk 
Wetboek voor Indonesie (BW). Sistem terbukal 
yalng dialnut dallalm buku III BW malksud 
tertentu. Malksud dalri sistem terbukal dallalm 
buku III BW yalkni palralpembentuk undalng-
undalng memberikaln kebebalsaln/kelelualsalaln 
kepaldal setialp oralng untuk mengaldalkaln 
perjalnjialn yalng sesuali dengaln alturaln daln tidalk 
melalnggalr ketertibaln umum daln kesusilalaln. 
Alkibalt hukum dalri perjalnjialn alkaln melalhirkaln 
palral pihalk untuk melalksalnalkaln halk daln 
kewaljibaln dallalm perjalnjialn tersebut. Dalyal ikalt 
sualtu perjalnjialn dialtur dallalm Palsall 1338 BW 
yalng mengaltalkaln balhwal “Semual persetujualn 
yalng dibualt sesuali dengaln undalng-undalng 
berlalku sebalgali undalng-undalng balgi merekal 
yalng membualtnyal”. Alturaln ini mengalnut alsals 
hukum palctal sunt servalndal.(S Ralhmalni, N 
Octalrinal, 2020: 39).  

Perjalnjialn juall beli dialnggalp salh menurut 
peralturaln perundalng-undalngaln jikal telalh 
memenuhi alturaln Palsall 1320 BW yalitu: 
al. tercalpalinyal kesepalkaltaln palral pihalk yalng 

mengikaltkaln diri 
b. kecalkalpaln untuk mengaldalkaln perikaltaln 
c. sualtu hall tertentu 

d. sualtu sebalb yalng hallall.  
Alpalbilal tidalk terpenuhi syalralt subjektif 

(sepalkalt & calkalp) alkaln beralkibalt paldaldalpalt 
dibaltallkalnnyal sualtu perjalnjialn, kemudialn 
alpalbilal tidalk terpenuhinyal syalralt objektif (hall 
tertentu & sebalb hallall) beralkibalt paldal baltall 
demi hukum sualtu perjalnjialn.  

Buku III BW memberikaln beberalpal jenis 
perjalnjialn alntalral lalin, Perjalnjialn bernalmal daln 
tidalk bernalmal. perjalnjialn bernalmal memiliki 
pengertialn yalitu perjalnjialn yalng dialtur dallalm 
BW sedalngkaln perjalnjialn tidalk bernalmal iallalh 
perjalnjialn yalng dialtur dallalm peralturaln 
perundalng-undalngaln dilualr BW. Sallalh saltu 
perjalnjialn bernalmal dallalm BW iallalh perjalnjialn 
juall beli dialtur dallalm Palsall 1457 BW hinggal 
1540 BW. Definisi juall beli menurut Palsall 1457 
BW iallalh “sualtu persetujualn dengaln malnal 
pihalk yalng saltu mengikaltkaln dirinyal untuk 
menyeralhkaln sualtu balralng daln pihalk yalng lalin 
untuk membalyalr halrgal yalng dijalnjikaln”. Juall 
beli dilalkukaln alntalral pihalk penjuall daln 
pembeli dengaln alkibalt hukum balhwalpalral 
pihalk berkewaljibaln daln memiliki halk dallalm 
perjalnjialn itu. (C S T Kalnsil, 1991: 238) 

Palral pihalk diwaljibkaln untuk membualt 
PPJB dihaldalpaln notalrisalrtinyal merupkaln sualtu 
alkta lalutentik. Kewaljibaln membualt PPJB 
dihaldalpaln notalris termalktub dallalm Palsall 12 
alyalt (2) Peralturaln Menteri Pekerjalaln Umum 
daln Perumalhaln Ralkyalt No. 11/PRT/M/2019 
Tentalng Sistem Perjalnjialn Pendalhulualn Juall 
Beli Rumalh yalng dinyaltalkaln balhwal notalris 
berwenalng membualt alktal pengikaltaln juall beli 
rumalh/ rusun. PPJB yalng dibualt secalral notalriil 
memiliki beberalpal fungsi dialntalralnyal yalkni: 
(Sallim, 2010: 43) 

al. Bukti balhwal palral pihalk telalh mengaldalkaln 
perjalnjialn tertentu. 

b. Bukti palral pihalk balhwalalpal yalng tertulis 
dallalm perjalnjialn aldallalh tujualn daln 
keinginaln palral pihalk.  

c. Bukti kepaldal pihalk ketigal balhwal paldal 
talnggall tertentu, palral pihalk telalh 
mengaldalkaln perjalnjialn daln balhwal isi 
perjalnjialn aldallalh sesuali dengaln kehendalk 
palral pihalk.   

Notalris waljib memperhaltikaln formalt 
bentuk alktal yalng termalktub dallalm Palsall 38 UU 
Jalbaltaln Notalris yalitu : 

1. Setialp alktal terdiri altals 
a. Alwall alktalaltalu kepallal    alktal 
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b. Baldaln alktal 
c. Alkhir altalu penutup alktal 

2. Alwall alktalaltalu kepallalalktal 
a. Judul alktal 
b. Nomor alktal 
c. Jalm, halri, talnggall, bulaln, daln talhun 
d. Nalmal lengkalp daln tempalt kedudukaln 

Notalris 
3. Baldaln alktal 

a. Nalmal lengkalp, Tempalt daln talnggall 
lalhir, Kewalrgalnegalralaln, Pekerjalaln, 
Jalbaltaln, Kedudukaln, Tempalt tinggall 
palral penghaldalp daln/altalu oralng yalng 
merekal walkili 

b. Keteralngaln mengenali kedudukaln 
bertindalk penghaldalp 

c. Isi Alktal yalng merupalkaln kehendalk 
daln keinginaln dalri pihalk yalng 
berkepentingaln; daln 

d. Nalmal lengkalp, tempalt daln talnggall 
lalhir, sertal pekerjalaln, jalbaltaln, 
kedudukaln, daln tempalt tinggall dalri 
tialp-tialp salksi pengenall. 

4. Alkhir altalu penutup alktal 
a. Uralialn tentalng pembalcalaln Alktal 
b. Uralialn tentalng 

penalndaltalngalnaln&tempalt 
penalndaltalngalnaln altalu penerjemalhaln 
alktal 

c. Nalmal lengkalp, tempalt daln talnggall 
lalhir, pekerjalaln, jalbaltaln, kedudukaln, 
daln tempalt tinggall dalri tialp-tialp salksi 
Alktal; daln 

d. Uralialn tentalng tidalk aldalnyal 
perubalhaln yalng terjaldi dallalm 
pembualtaln Alktalaltalu uralialn tentalng 
aldalnyal perubalhaln yalng dalpalt berupal 
penalmbalhaln, pencoretaln, altalu 
penggalntialn sertal jumlalh 
perubalhalnnyal. 

Sualtu alktal memiliki kalralkteristik 
berdalsalrkaln susunaln setialp palsall yalng 
disepalkalti, begitupun hallnyal dengaln PPJB 
yalng dialtur dallalm Lalmpiraln PERMENPUPR 
No. 11/PRT/M/2019 Tentalng Sistem Perjalnjialn 
Pendalhulualn Juall Beli Rumalh yalng halrus 
memualt : 

1. Kepallalalktal, memualt judul, nomor, jalm, 
halri, talnggall, bulaln, talhun, nalmal lengkalp, 
daln tempalt kedudukaln notalris. 

2. Identitals palral pihalk, Memualt nalmal 
lengkalp, tempalt talnggall lalhir, 

kewalrgalnegalralaln, pekerjalaln, jalbaltaln, 
kedudukaln, tempalt tinggall palral pihalk. 

3. Uralialn objek PPJB, yalng menjelalskaln 
mengenali daltal fisik, letalk (desalaltalu 
keluralhaln, kecalmaltaln, kotalaltalu kalbupalten, 
provinsi), lokalsi (Rumalh blok, nomor, 
klalster untuk Rumalh tunggall altalu Rumalh 
deret daln saltu balngunaln Rumalh Susun, 
lalntali daln nomor unit untuk Salrusun paldal 
Rumalh Susun.) 

4. Halrgal rumalh daln taltal calral 
pembalyalralnnyal 

5. Jalminaln pelalku pembalngunaln  
6. Halk daln kewaljibaln palral pihalk 
7. Walktu seralh terimal balngunaln 
8. Pemelihalralaln balngunaln 
9. Penggunalaln balngunaln 
10. Pengallihaln halk 
11. Pembaltallaln daln beralkhirnyal PPJB 
12. Penyelesalialn sengketal 
13. Penutup 
14. Lalmpiraln 

Kalralkteristik yalng telalh diuralikaln dialtals 
menjaldi paltokaln balgi notalris untuk membualt 
alktal PPJB yalng termalsuk kedallalm alktalalutentik 
dengaln pembuktialn sempurnal daln 
berdalsalrkaln peralturaln perundalngaln yalng 
berlalku di Indonesial. Aldalnyal PPJB 
memberikaln perlindungaln hukum balik balgi 
penjuall malupun pembeli untuk bersalmal-salmal 
melalkukaln perikaltaln mengenali halk altals talnalh 
daln balngunaln.Pihalk penjuall meralsal 
terlindungi dengaln aldalnyal kesepalkaltaln 
mengenali tralnsalksi terhaldalp objek talnalh daln 
balngunaln sedalngkaln pihalk pembeli 
terlindungi dengaln aldalnyal kesepalkaltaln 
mengenali penyeralhaln objek talnalh daln 
balngunaln. 
 

Kesimpulan 
Berdalsalrkaln uralialn yalng telalh dijelalskaln 

dialtals, malkal penulis mengalmbil kesimpulaln 
sebalgali berikut Perjalnjialn Pengikaltaln Juall Beli 
(PPJB) berlalku sebalgali dalsalr perallihaln halk altals 
talnalh daln balngunaln sesuali Palsall 37 alyalt (2) PP 
No. 24 Talhun 1997 Tentalng Pendalftalraln Talnalh 
dengaln syalralt bidalng talnalh daln balngunaln 
tersebut sebelumnyal telalh berstaltus halk milik. 
Kemudialn, kalralkteristik PPJB yalng dibualt oleh 
notalris terlihalt paldal rumusaln palsall demi palsall 
yalng telalh disepalkalti oleh kedual pihalk yalng 
tercalntum dallalm PPJB daln algalr PPJB berlalku 
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sebalgali perjalnjialn yalng salh malkal halrus 
mengikuti ketentualn Palsall 1320 buku III 
KUHPerdaltal. 
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